NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TENTANG

PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR : wAD -viH 04 03 -85
NOMOR : 2158/PL1.00.04

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga puluh satu bulan Okiober tahun dua rbu dua puluh lima
{31-10-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ROMI YUDIANTO

Il UUS KUSWANTO

. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus

Jakarta yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 24
Cawang, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Cralam hal ini menjalani jabatannya tersebul, berdasarkan Surat
Keputusan Menten Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-
65.KP.03.03 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan
Manajerial Dan Non Manajerial serta Pengangkatan Dalam
Jabatan Manajerial Di Lingkungan Kementerian Hukum, oleh
karananya sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- Walikola Kota Administrasi Jakarta Barat yang baerkedudukan

di Jalan Kembangan Raya Nomor 2 Kembangan Sefatan,
kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana
tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur
Daerah Khusus |bukota Jakarta tanggal 31 Ckiober 2025, oleh
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya digebut PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota
Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA
PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai bernkut:

a.

PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kementeran Hukum Daerah Khusus Jakarta
yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah Provinsi
yaitt melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama,
pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan
hukum

PIHAK KEDUA adalah Unsur Pemerinlah Daerah yang mempunyai tugas membantu
Gubermur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan memiliki fungsi
salah satunya sebagal penyelenggara pengelolaan hukumn, ketatalaksanaan, dan
pelayanan publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

bahwa untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakal, khususnya masyarakatl
miskin dan kelompok rentan, serta mendukung pelaksanaan bantuan hukum secara
merata, PARA PIHAK periu bersinergi dalam penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum
(Posbankum) di tingkat Kelurahan Wilayah Kota Administrasi Jakaria Barat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesual dengan kedudukan dan keweanangan masing-
masing, PARA PIHAK seluju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan
tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi
Jakarta Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Mota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1.

Paralegal adalah setiap crang yang berasal dan komunitas, masyarakatl, alau
Pemberl Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi
sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum
di pengadilan.

Mon-Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.

Cerlified Paralegal of Legal Aid (CPLA) adalah gelar non-akademik bagi paralegal
yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelathan sesuai standar serta
memperoleh sertifikat resmi dar Badan Pembinaan Hukum MNasional (BPHN),
Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagal pengakuan kompetensi dalam
pemberian bantuan hukum non-litigasi.

Badan Pembinaan Hukum MNasional (BPHN) adalah unsur penunjang di
lingkungan Kementerdan Hukum Republik Indonesia yang bertugas merumuskan,
membina, dan mengembangkan sistem hukum nasional, termasuk penyuluhan,
bantuan hukum, serta pembinaan paralegal.

Surat Tanda Register (STR) adalah tanda bukti resmi yang diterbitkan oleh Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta bagl paralegal atau Pos
Bantuan Hukum di kelurahan yang telah terdaftar, sebagai legitimasi pelaksanaan
tugas pemberian bantuan hukum kepada masyarakat,



6. Pos Bantuan Hukum Kelurahan yang selanjutnya disebut Posbankum Kelurahan
adalah layanan hukum secara gratis yang diberikan kepada masyarakat kelurahan
oleh paralegal kelurahan.

Pasai 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nola Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam
menyinergikan pembentukan Posbankum Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi
Jakarta Barat.

(2) Mota Kesepakatan ini bertujuan untuk memanfaatkan dan menyinergikan
kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK dalam memberikan layanan bantuan
hukum kepada masyarakat kelurahan secara gratis, cepat, dan tepat sasaran di
Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Pasal 3
OBJEK DAN LOKASI

Objek dan lokasi Nota Kesepakatan ini adalah Pembentukan Posbankum Kelurahan di
Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakalan ini, meliputi:

penetapan Posbankum Kelurahan,

pendidikan dan sertifikasi Paralegal,

penyiapan sarana dan prasarana;

penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Posbankum Kelurahan;
pelaksanaan Posbankum Keiurahan; dan

sosialisasi hukum kepada masyarakat.

TeaD oW

Fasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki lugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan ruang lingkup
Nolta Kesepakatan ini, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Eencana Kerja yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Nota Kesepakatan ini.

{2) Untuk menindaklanjuli Nota Kesepakalan sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
PIHAK KESATU menunjuk;
a. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta; dan
b. Penyuluh Hukum.



{3} Untuk menindakianjuti Mota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
FIHAK KEDUA menunjuk:
a. Kepala Bagian Hukum; dan
D. Lurah.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

{1} Mota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani
PARA PIHAK.

(2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan wajib memberitahukan
secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka
waklu Mota Kesepakatan ini berakhir,

Pasal 8
FPEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Mola Kesepakatan ini bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara (APBN), Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah {(AFBD), dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kerja.

Fasal 2
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan
keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini,
kecuali informasi yang sifalnya sudah diketahul oleh umum atau sepatutnya
dikategorikan sebagal informasl yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

(3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus
berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 10
PEMANTALAN DAN EVALUASI

(1} PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas peiaksanaan Moia
Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) kall dalam setahun
dan/atau apabila sewakiu-waktu diperlukan sesual dengan kesepakatan PARA
PIHAK.

(2) Hasil permantauvan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam
bentuk laporan pemantavan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama PARA
PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjulnya.
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Fazal 11
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK alau disebul dengan keadaan
kahar seperti anlara lain tetapl tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam,
kebakaran, perang, hure-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang
mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian
maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan
Inl dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing
PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan keruglan yang timbul karenanya
akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya
penyelesaian yang sebaik-baiknya.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK vang terkena keadaan kahar harus
memberitahukan secara resmi dan terulis kepada pihak lainnya selambal-lambatnya
14 (empat belas) han kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.

Apabila dalam waktu 14 (empal belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan
tersebut tidak ada tanggapan dar PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya
keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui,

Pasal 12
PENGAKHIRAMN NOTA KESEPAKATAN

Mota Kesepakatan inl barakhir apabila:
a, PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Mota Kesepakatan sebelum jangka
waktu berakhir; dan

b, Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang lidak
memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

Berakhimya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adan b
dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Kesepakalan yang ditandatangani oleh
PARA PIHAK.

Fasal 13
SURAT MENYURAT

segala pembentanuan terkait dengan pelaksanaan Mota Kesepakatan ini harus
disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat,
dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:
a. PIHAK KESATU
Pejabatl Penghubung . Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan
Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Daerah Khusus Jakarta

Alamat : Jalan M.T. Haryono Momor 24 Cawang, Kota
Administrasi Jakarta Timur

Momor Telepon . (021) 8090704

Surat Elektronik - kanwildki@kemenkum.go.id



b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Kepala Baglan Hukum Kota Administrasl Jakarta
Barat

Alamat - Jalan Kembangan Raya Nomor 2 Kembangan
Selatan, Kecamalan Kembangan, Kola
Administrasi Jakarta Baral

Nomor Telepon . (021) 5823369

Surat Elektronik . umumjakbar@jakarta.go.id

(2} Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Mota
Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.

{3} Dalam hal terdapat perubahan alamal korespondensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), perubahan tersebut wajib dibentahukan secara terulis kepada PIHAK
lainnya paling lambat 7 {tujuh) hari kerja sebelumnya.

{4) Apabila tidak ada pemberilahuan secara teriulis, maka alamat yang tercantum pada
ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan
dengan Nota Kesepakatan ini diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan
mufakat PARA PIHAK.

Pasal 15
PERUBAHAN/ADENDLUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum
cukup diatur dalam Mota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan
terlulis dan PARA PIHAK dan dituangkan dalam benluk Perubahan/Adendum yang
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan
tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermateral cukup dan
mempunyal kekuatan hukum yang sama.




LAMPIRAN

NOTA

KESEPAKATAN

KEMENTERIAN HUKUM

DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMBENTUKAN FOS BANTUAN HUKUM KELURAHAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

ANTARA  KANTOR

WILAYAH

DAERAH KHUSUS JAKARTA DAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRAS] JAKARTA BARAT
NOMOR ;%2 A0. ¥ . 04 . 0% - 135
NOMOR : 2158/PU.00.04

JACWAL TAHUN

TUGAS DAN TANGGUNG JAVWAB
PROGRAM / TAHAPAM SUMBER PIHAK KESATL PIHAK KEDUA
NO| kemiaTan | keciatan | MPRASH Tpans boss zuzalzuz? 2028 PENANGGUNG KEGIATAN PENANGGUNG TAN Lt SRR
JANAR JAWAR KEGIA
(1] (2] 13} 4] i (6 | (7)) 18] 2 (10} 1) {12) (13 (14} [ 15)

1. | Penetapan 1. Menetapkan DKl AFEMN B ERERER IR 8. Memberikan Surat Lurah Mengusulkan lokas: a, Tersedianya lokasi Tarwujudnya
Postarkurm kakasi Jakara Hukum Tanda Reqgistar (STR) Fosbankum Kakraban Poshanioem Kelurahar Pesbankum
Kelurahan Fosbankum kapada Lurah yang kepada PIHAK KESATU | b Tersedianya dasar Keiurahan rasmi di

Kelurahan tefah membeniuk dan yang disesuaben czal Eaxrmal satiap kelurahian
menalapkan dengan kedirsedaan pembeantukan unluik memudahkan
Pasbankum Kelurahan tempal & wilspsh Posbankum Kalurahan masyarakal
kehrahan dengan Penstspan mengakses bantuan
Kepala Kantor hukum
Wiliyah Kementenan
Hukum Dasrah
Khiusus Jakama
Penyuhh b.Manatapkan Ditetapkannya Terssdianya dasar
Hukum pembentukan pembeniukan Fukum msmi bagi
Posbankum Kelurahan Posbankurm Kelurahan | penyelenggaraan
dengen Kepulugan mekaii Surat Posbankum
Fepala Kantor Wilayah Kepubusan ¥egsala Halurahan di
Hukum Dasrah Karitgr Wikayah wilayeh DKl Jakarta
Bhimus Jakams Hementeran Hukum
Daerah Khiisus Jakada




JADWAL TAHUN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAE
PROGRAM / TAHAPAN SUMBER PIHAK KESATL PIHAK KEDLA
NOl wEdiaTAN KEGIATAN | FURASH Thana zc:-zalznza 20272028 FENANGGUNG KEGIATAN PENANGGUNG ——— e R o=
JAWAE JAVAE
() (2} (3 4] (5] {6 ) 47| 1B) ] 19 (10} i11] (12) {13} {14) = {15
2. Menyusun k] APBN W vl ov | N | Pemmiub Fenyusun dan Lusrah Mamberikan masukan Tersedianya ketenduan | Tarsedianya calon
parsyaraian Jakana Hukums menatapkan ierkal kompalensi persyaratan paralegal yang
kompatansi perayaratan danatau Kualifkasi kompetensi danfatau remiliki kompatansi
claniatau kompetensi dan!ata calon Paralegel kepada - | kunliikasi Kadarkum dervatau kuallfkasi
kualifisas: calon kuakfikasi calon PIHAK KESATL calon Paralegal WA SEEGLE
Paralegal Faralegal bardasarkan kondisi kataniuan
wigyah
3. Menatapkan DKl APEN vl v v ] Y | Penyukib Menarbstkan nama Lurah Mengusiulkan calkon Diletapkannya nama Tersadianya daftar
Calon Parplegal | Jakana Hukurm calon Paralegal sesus Paralegal sesisl calon Paralega yang calan Paralagal
SesuEn keientean petunjul tekns PIHAK | diyswlkan oleh resmi di seliap
persyaraian KESATU kelurahean dan kefurahan, yang
ying ditenhukan cliferbitkan okt FIHAK | siap mengikuti
KESATU sssual proges pelaiihan
kateniuan dan dapsl
mendiukung
pelayanan bantuan
hukum bagl
masyarakal
2. | Pondidikan yelenggarakan | DKI AFPBN -. Nl v | Y | Penyuki a.Mambarikan Kepsla Bagean Mberirb e Ky Teriskeananya Tersedianya
dan serldfikas pendidikas dan Jakara Hukum pendidikan dan Hukum pandamginges dalam pendidikan dan FParalegal yang
Parakegal fifikasi untuk pelalihan kapada pelaksanaan serifikasi Kadarkum rvemiliki kompatensi
jedi Farakegal Paralegal pendidikan dan dan'alay kampenen dan legilimasi unbuk
seniifikaz Paralagal masyarakat lainnya melaksanakan
yang disedencaparakan selain Aparaiur Sipd Lipgas
olah PIHAK KESATLU Hegara, Tentara
asmnal Indonasia,
Kepolsian Negara
Rapublik Indonasia,
dan Adwvokal
FPerrguhih b_hengoordinazlkan I Breaienggaian _Tamujudn].-a
Hukurm dergan BEHMN arkait koordinasi dengan pelaksanaan
aspok ekns BPHN terkalt aspek sinifikasi Paralegal
sarifikasd CPLA iekniz palaksanaan yang terarah dan
[(Certifiad Paralagal serbifikasi CPLA gelaras dengan
of Legal Aid) kebijpkan BPHM




JADWAL TAHLIN

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAR

PROGHEAM TAHAPAN SUMBER ]Im PHAK KESATU PIHAK KEDUA,
MOl keaiatan | kEaiaTaN | SORASH Tnana lonadenedeoeinss PENANGEONG KEGIATAN FENANGEUNG = REIELT AT
J.I!I.'I'I'.PIE JANYAE
ih 1) 13} () {5 (6] ] ()] (B} (2} {10} [31) (12 {13} (1) _ i15)
Fanyuluh &, Manarhirkan Karu Tarbtmya Karke Tarsedianya
Hukam ldentitas sarta Sural Ifentitas dan Surat legitimasi bagi
Tugas Farslegnl Tugas bagl Paralegal Paralegal dalam
yang betah mengikuti memberikan
pendidikan dan pelayanan bantuan
sartifiasi hukum di kelurahan

3. | Pemjiapan Menyediskan (B APRD v | Y e [ Paayuluk bamberkan dukungan | Lusah Manyediakan nangan | Terlaksananya Tarsedienya sarana
garana  dam| sarana dan Jakartz Hukum beknis, koordnas; dan Posbankym di witayah | penyedidan serana dan | dan prasarana
prasanans prasarana fsik rekomendasi standar Keturalan guna pracarana fizlk Posbankurn

Posbankum ksbutuhan ssrans meandubwng kegiatan Postankurm Kelurahan | Kelurshan yang
Kalurahan Poshankum Kekrahan Pazabegal unilk mendiikung meamadai sehingga
kegiatan Posbankum kagiatan pamserian
Kelurahan bantuan hukum
dapat berjalan
- . efakl#

4. | Panyapan Pemiapan S0P Dl APFBN y y ¥ |« Panyuluh a Membual S0P Lurahk 2. Kerrben rmasykan Terlaksananya Tersadinmm S0P
Slandar Posbankum dakarta Hukum penyelenggarasn dalam penyusLnan pelayanan Posbankurn | Posbankum
Operasional | Kelurahan Posbankum S0P olah PIHAK Kelurahan sesuai SOP | Kelurahan sebagai
Progadur Ealurahan sasuai KESATL yang dilelapkan pandan
(S0P kabatuan yang palaksanazn
Posbankum berakiu pelayvanan
Keharabian Faosbankum

Helurahan kepada
masyarak
Fanyuluh b balakukan Lurah b. Penyampa@n susat Tersediarya Tarlaksananys
Hukum pamberian rjubsn parmahonan nigukan | mekanisme ngukan TR ANEN
bBagi Pashankum dari Posbankum bagi Posbankum pierkara libgasi
Falurahan Kaelurahan kepada Kelurahan dalam sacara tepal dan
untuk sengkets Hantor Wileyah penanganan sengketa | sesws kelanbhean
Rk yang Remanienan Fukum | hukem ysng mengarah | yang Baraky
mangarah pada Daerah Khusus pada Migasi
tigasi baik aleh Jakars apabita
adwokat yang ferdapat sangketa
tengabung datam bk um yang
Famberl Bantuan mengarah pada
Hukum terakradiias Wigasi
maupun Advokal
yang bergabung
dalam Drganisasi
Adwokal

3




JADWAL TAHLN

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAS

PROGRAM / TAHAPAN SUMBER, PIHAK KESATU PIHAK KEOUA
] KEGIATAN KEGIATAN LOKASI DAMA  |z024202d202712028 PFERANGEUNG TR SENANGOUNG ae— ouTRUT QUTCOME
JAWAE JAWAE
L} (1 L[] (£ (5] 18) | 07| Bk | 19) {10} (11) " {12 (13} = (14) (15]
Hepala Divisi ¢ Menplapkan S0P Kepsla Bagan & Manarma salinan Ditstaphanya S0OF Termselenggaranya
Peraturan penyelanggaraan Husboarm Fetetapan S0P peryelengoarsan FPosbankum
Parundang- Froabankum penyeienggarasn Pusbankum Kelurshan | Kelurahan
unaangan dan Kiefurahan Pesbankum bardasarkan
Pambinaan Kedurahan prossdur yandg
Hukum Hanlos terstarddar can
Wikayah saragam di =eluruh
Kamantansn wilayath
Hutbuam
Dasrak
Khusus
Jakarta
Panyuiuh d.Mamberikan STH Lurah d. Mamarma STR-dan | Dilermanya STR olen | Teraksanamya
Hukiain kepada Lursh di FIHAK KESATLU dan | Lurah sebagal dasar pakayanan dan
Kedurahan yang rmandukiung peakeRnasn oparasional
dFletapkan pelaksanaan Posbankum Kelurahan | Poshankum
penstapan Kelurahan sasuai
FPoshankum ketantuan yamng
Kelurahan barlaky
[ 5. | Pelaksanaan | Melskeanskan D APBN Y i i | Parymilih a1, Mernberikan Lurah Mtk kan Taraksananya layanan | Tersedianya
Poshanskum layaran Jakarta Humum pendampingan atas parmantauan ferhadap bantuan hukwm bagi layanan
Kelurahan parmisrian pelakianasn pelaksanaan masyarakat melalul Posbankum
bantuwan hukurm p=mbarian bantuan pendampmgan Posbankum Kelurahan | Kelurahan yvang
biagi masyarakal Feskuirm ofeh permarian bantuan afektil dan
e |3l Paralegal hukeem gdeh Pamlegal berkslanjutan
Fosmankum yang dilakukan oleh sehingga
Kelurahan PIHAK KESATL MESyarakal
memgensah akses
bantuzn hukum
wang memadal
Penyukh b_Membarikan Taralnkaskannya Terselenggaranya
Hukur Framrarium dan honorarium dan pelaksanaan
biaya operesicnal dukungan hiaya Pozbankum
begi paralegal dan operasional bag Kalurahan malkaks
kngiatan parabagal Paralegal dakam dukunigan sumbear
pelaksanagn kegiatan daya yang memadal
Posbankum Kelurehszn




JADWAL TAHUN 5 TUGEAS DAN TANGGEUNG JAWAR
PROGRAM / TAHAP AN SUMBER FiHAK KESATU PiHARK KEDUA
NO| KEGIATAN keGIATAN | LORASH Trana lonedononzoenonza PERANGEONG KEGIATAN PENANGGUNG : ey OUTCOME
(1 (2} [ 4 (5] nel ] Ty | 18 | 1 (10} i1 112 113 [14) {15)

B. | Sosaksasi Melaksanakan (W] APEN ' IERERER LT Whambsarikan Kepala Bagian Marmberikan Teraksananya Tersadiama
hukum keglatan Jakara Higkurm pendampingan lekmes Hukum pendampingan dalam kegiatan sosialisas) sosinlisasi ukum
kepacs penyrbarieasan hepada palaksana pelaksanasm sosaisasi | dan edukasi hkum guna meningkatkan
masyaakal infarmasl dan sxsialisasi hukum di Fwkurm di wilayahnya, kepada masyarakal pemaharmsan

edukas hukum kelurahan termasuk penyediaan masyarakal
kaxpada tempal, fasilftas, dan
mesyarakal wndangan paserta




